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1. Pertumbuhan Penduduk Dunia 

3. Perubahan Iklim 

2. Kehidupan Sosial dan interaksi dengan Hewan 
untuk ekonomi dan konsumsi 

4. Pesatnya perjalanan antar negara 

5. Ancaman vektor dan Binatang Penular 
penyakit  
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Latar Belakang: 7 Alasan Meningkatnya Risiko KKM 



Latar Belakang: Ancaman KKM 

1.Penyakit virus 
emerging 

Virus Ebola; virus Hanta; 
Penyakit kaki, tangan, 
dan mulut; Penyakit 
virus Nipah; Penyakit 
virus MERS; Demam 
berdarah Crimean-
Congo; Demam Rift 

Valley; Penyakit virus 
baru 2. Penyakit Tular 

Vektor : Malaria, DBD, 
Chikungunya, Pes, 

Laptospirosis, West 
nile virus, hantavirus, 

Zika dll 
 

3.Penyakit 
parasitik 

emerging: 
Toksoplasmosis; 
Penyakit parasit 

baru  
 

4.Penyakit bakteri 
emerging: Botulisme; 

Bruselosis; 
Listeriosis; 

Melioidosis; Demam 
semak; Tularemia; 

Penyakit bakteri baru  
 

5. PD3I: Polio, 
Campak, pertussis, 

rubella, 
Gondongan,  

6. Food 
Borne/Water 

borne: 
salmonellosis, 

hepatitis A, 
E.Coli, 

Norovirus, 
Shigellosis, 
Cholera, dl 

7. MDR: 
Pneumonia 

(klebsiella), TB, 
Enterobacteria
ceae,   

Radio 
nuklir 

Kimia 

Pangan 

Lain
nya 



Latar Belakang: Lesson Learned KLB 

Tindakan Karantina 
efektif dalam 
penanganan KKM  



Merupakan kejadian kesehatan masyarakat yang  

 bersifat luar biasa  

 ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau  

 kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, dan kontaminasi kimia 
(NUBIKA), dan pangan  

 menimbulkan bahaya kesehatan dan  

 berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara. 

 

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat 

Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan pada Kedaruratan Kesehatan 
Masyarakat  

 dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah  

 secara cepat dan tepat  

 berdasarkan besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, 
pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan yang dapat berkoordinasi dan  

 bekerjasama dengan dunia internasional. 

Dalam hal Kedaruratan Kesehatan Masyarakat merupakan kejadian yang 
meresahkan dunia, Pemerintah memberitahukan kepada pihak 
internasional sesuai ketentuan hukum internasional. 



BAHAYA 
POTENSIAL 

• Biological 

• Infectious 

• Zoonosis 

• Food safety 

• Chemical 

• Radio nuclear  

Agenda Global 

International 
Health 

Regulation 
(2005) 

Global health 
Security 
Agenda 

Percepatan 
Implementasi 

8 CORE CAPACITIES  

• Kebijakan dan 
Legislasi  

• Koordinasi 

• Surveillance 

• Respon 

• Kesiapsiagaan 

• Komunikasi Risiko  

• SDM 

• Laboratium 

12 ACTION PACKAGES 

• Antimicrobial Resistance 

• Emerging Zoonotic Diseases 

• National Biosafety & Biosecurity Systems 

• Immunization  

• National Laboratory Systems 

• Real-time Biosurveillance 

• Rapid Reporting 

• Workforce 

• Emergency Operations Centers 

• Linking Public Health with Law and 
Multisectoral Rapid Response 

• Medical Countermeasures and Personel 
Deployment 

Kapasitas: 
•Deteksi 
• Pencegahan  
• Penanggulan

gan 

Joint 
External 
evaluation 



Agenda Nasional 

Kapasitas: 
•Deteksi 
• Pencegahan  
• Penanggulan

gan 

Kekarantinaan 
Kesehatan 

Pintu Masuk Wilayah 

Kantor Kesehatan Pelabuhan 

Pelabuhan 

Bandar Udara 

Karantina Rumah 

Karantina RS 

Pembatasan 
Sosial 

Karantina Wilayah 

PLBDN 

Dinkes Prop/Dinkes Kab/Kota 

Rutin/terpusat Adhoc/Otonomi 



Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan 

di Pelabuhan, Bandar 
Udara dan Pos Lintas 
Batas Darat Negara 

 diselenggarakan sebagai upaya 
pencegahan dan 
pemberantasan masuk 
dan/atau keluarnya kejadian 
dan/atau faktor risiko yang 
dapat menyebabkan 
kedaruratan kesehatan 
masyarakat. 

 dilaksanakan oleh Pemerintah 
dan pemerintah daerah. 

 Wewenang kepada pejabat 
karantina kesehatan untuk 
berkoordinasi dengan 
badan/lembaga kesehatan dari 
dalam maupun luar negeri. 

 Pengawasan Kedatangan dan 
Keberangkatan Kapal, Pesawat 
dan kendaraan Darat 

 Pengawasan Awak/Personel 
dan Penumpang 

 Pengawasan Barang 

 Sanksi  

di tempat/lokasi yang 
diduga terjangkit 
penyakit menular 
dan/atau terpapar 
faktor risiko kesehatan 

 

Pintu Masuk 

Wilayah 



 Kegiatan 

Surveilans epidemiologi penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat terhadap 
alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan, serta respon terhadap Kedaruratan 
Kesehatan Masyarakat dalam bentuk tindakan Kekarantinaan Kesehatan. 

Kegiatan Kekarantinaan kesehatan 



Tindakan terhadap orang:  
• rujukan,  
• karantina,  
• isolasi 

 

Tindakan penyehatan terhadap Alat 
Angkut dan Barang:  
• Deratisasi,  
• Desinseksi,  
• Desinfeksi,  
• Dekontaminasi 

 

Kegiatan & Tindakan Kekarantinaan kesehatan 

 Tindakan  

berupa tindakan terhadap orang, terhadap alat angkut dan barang, pembatasan sosial 
berskala besar, dan/atau penyehatan, pengamanan, dan pengendalian terhadap media 
lingkungan. 

 



Data surveilans  

di Pintu Masuk  
Data Surveilans di Dinkes 

Kab/Kota Dinkes Provinsi 

Integrated rapid 

response 

Data Sharing 

&  

Analysis  

Forum  

Communication 

Recommendation 

Sistem Surveilans Terintegrasi di Wilayah dan Pintu Masuk 



ALUR PENILAIAN KEJADIAN BERPOTENSI KKM (2)  

Kejadian yang terdeteksi sistem surveilans wilayah Kabupaten & Pintu Masuk 

Setiap KLB yang 
berpotensi KKM, 
termasuk kejadian 
yang tidak diketahui 
penyebab dan 
sumbernya serta 
kejadian 

Penyakit potensial wabah sesuai Permenkes 
1501 tahun 2010 tentang Penyakit Menular 
Tertentu yang Menimbulkan Wabah dan 
Kepmenkes lainnya yang menetapkan 
penyakit potensial wabah harus selalu 
dianalisa karena telah terbukti potensinya 
dalam menimbukan dampak serius bagi 
kesehatan masyarakat dan berisiko menyebar 
lintas negara 

Apakah ada dampak kesehatan 
masyarakat yang serius? 

Atau 



Apakah ada dampak kesehatan 
masyarakat yang serius? 

Apakah  memenuhi 

kriteria  KLB? 

Ya 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1. Kejadian berpotensi KKM  

2. Kejadian harus dilaporkan ke Kemenkes 

(melalui ditjen PP dan PL selaku IHR National 

focal point) 

3. Diaktifkan Rencana Operasional melaui Posko 

KKM 

Ya 

ALUR PENILAIAN KEJADIAN BERPOTENSI KKM (1)  



Apakah ada dampak kesehatan 
masyarakat yang serius? 

Apakah  memenuhi 

kriteria  KLB? 

Ya 

Apakah sudah ada penularan ke 

luar wilayah kab/kota? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kejadian berpotensi KKM  

2. Kejadian harus dilaporkan ke Kemenkes 

(melalui ditjen PP dan PL selaku IHR National 

focal point) 

3. Diaktifkan Rencana Operasional melaui Posko 

KKM 

Ya 

ALUR PENILAIAN KEJADIAN BERPOTENSI KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT  

Tidak 



Apakah ada dampak kesehatan 
masyarakat yang serius? 

Apakah sudah ada penularan ke 

luar wilayah kab/kota? 

Tidak 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1. Kejadian berpotensi KKM  

2. Kejadian harus dilaporkan ke Kemenkes 

(melalui ditjen PP dan PL selaku IHR National 

focal point) 

3. Diaktifkan Rencana Operasional melaui Posko 

KKM 

Ya 

Ya 

Apakah  memenuhi 

kriteria  KLB? 

ALUR PENILAIAN KEJADIAN BERPOTENSI KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT  



Apakah ada dampak kesehatan 
masyarakat yang serius? 

Apakah sudah ada penularan ke 

luar wilayah kab/kota? 

Apakah ada kemungkinan 

berdampak kepada aspek social 

dan ekonomi masyarakat ? 

Tidak 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1. Kejadian berpotensi KKM  

2. Kejadian harus dilaporkan ke Kemenkes 

(melalui ditjen PP dan PL selaku IHR National 

focal point) 

3. Diaktifkan Rencana Operasional melaui Posko 

KKM 

Ya 

Apakah  memenuhi 

kriteria  KLB? 

Tidak 

ALUR PENILAIAN KEJADIAN BERPOTENSI KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT  

Ya 



Apakah ada dampak kesehatan 
masyarakat yang serius? 

Apakah ada kemungkinan 

berdampak kepada aspek social 

dan ekonomi masyarakat ? 

Tidak 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1. Kejadian berpotensi KKM  

2. Kejadian harus dilaporkan ke Kemenkes 

(melalui ditjen PP dan PL selaku IHR National 

focal point) 

3. Diaktifkan Rencana Operasional melaui Posko 

KKM 

Tidak 

Apakah  memenuhi 

kriteria  KLB? 

Apakah sudah ada penularan ke 

luar wilayah kab/kota? 

Ya 

ALUR PENILAIAN KEJADIAN BERPOTENSI KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT  

Ya 



Apakah ada dampak kesehatan 
masyarakat yang serius? 

Apakah ada kemungkinan 

berdampak kepada aspek social 

dan ekonomi masyarakat ? 

Tidak 

BUKAN KKM 

Evaluasi kembali bila 

ada informasi yang 

lebih lengkap 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tidak 

Apakah  memenuhi 

kriteria  KLB? 

Apakah sudah ada penularan ke 

luar wilayah kab/kota? 

Ya 

Tidak 

ALUR PENILAIAN KEJADIAN BERPOTENSI KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT  



Apakah ada dampak kesehatan 
masyarakat yang serius? Tidak 

BUKAN KKM 

Evaluasi kembali bila 

ada informasi yang 

lebih lengkap 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tidak 

Apakah  memenuhi 

kriteria  KLB? 

Apakah sudah ada penularan ke 

luar wilayah kab/kota? 

Tidak 

ALUR PENILAIAN KEJADIAN BERPOTENSI KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT  



Apakah ada dampak kesehatan 
masyarakat yang serius? 

Apakah  memenuhi 

kriteria  KLB? 

Ya 

Apakah sudah ada penularan ke 

luar wilayah kab/kota? 

Apakah ada kemungkinan 

berdampak kepada aspek social 

dan ekonomi masyarakat ? 

Tidak 

BUKAN KKM 

Evaluasi kembali bila 

ada informasi yang 

lebih lengkap 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1. Kejadian berpotensi KKM  

2. Kejadian harus dilaporkan ke Kemenkes 

(melalui ditjen PP dan PL selaku IHR National 

focal point) 

3. Diaktifkan Rencana Operasional melaui Posko 

KKM 

Ya 

Ya Tidak 

Ya 

Apakah  memenuhi 

kriteria  KLB? 

Apakah sudah ada penularan ke 

luar wilayah kab/kota? 

Tidak Ya Tidak 

Tidak 

ALUR PENILAIAN KEJADIAN BERPOTENSI KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT  

Tidak 

Ya 



Apakah ada dampak kesehatan 
masyarakat yang serius? 

Apakah  memenuhi 

kriteria  KLB? 

Ya 

Apakah sudah ada penularan ke 

luar wilayah kab/kota? 

Apakah ada kemungkinan 

berdampak kepada aspek social 

dan ekonomi masyarakat ? 

Tidak 

BUKAN KKM 

Evaluasi kembali bila 

ada informasi yang 

lebih lengkap 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1. Kejadian berpotensi KKM  

2. Kejadian harus dilaporkan ke Kemenkes 

(melalui ditjen PP dan PL selaku IHR National 

focal point) 

3. Diaktifkan Rencana Operasional melaui Posko 

KKM 

Ya 

Ya Tidak 

Ya 

Apakah  memenuhi 

kriteria  KLB? 

Apakah sudah ada penularan ke 

luar wilayah kab/kota? 

Tidak Ya Tidak 

Tidak 

Tidak 

Ya 

Alur Penilaian Kejadian Berpotensi KKM 



SEKJEN WHO 

Berbagai penyakit  dan Sistem surveilans kejadian  

di dalam negara  

Fokal Point Nasional   

IHR 

Kontak Point IHR WHO   

Komite  

Emergensi 

  

Organisasi – organisasi  

lain yang kompeten    

(IAEA etc.) 

Deteksi, verifikasi, lapor, 

respon pada kejadian – 

kejadian yang tidak 

diharapkan   

Saluran komunikasi: memberi 

tahu WHO mengenai potensi 

PHEIC, melakukan konsultasi 

dengan kementerian lain, umpan 

balik dari WHO   

Menerima, menilai dan 

memberi respon pada 

peristiwa yang dilaporkan   

Kementerian /  

Sektor–sektor  

terkait 

Menetapkan apakah suatu 

peristiwa merupakan  PHEIC 

dan memberi rekomendasi 

penanggulangan   

Nasehat 
dari luar   
  

Koordinasi 

Komunikasi 

Laporan  

Komite  

Review 

WHO’s 

Expert 

Roster 

Alur Pemberitahuan dan Penetapan peristiwa KKM 



Target & Kabupaten/Kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam 
penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah 2015-
2019 

50 Kab Kota yang telah 
menyusun dokumen 2015-2016 

Target 56 Kab Kota 2017-2019 Capaian s.d. Thn 2016: 102% (50 kab/kota dari target 49 Kab/Kota) 

Kab/Kota Mempunyai Kebijakan  
Penanggulangan KKM 



Daftar 50 Kab/Kota yang telah mempunyai 
dokumen Kebijakan KKM 



Target 56 Kab/Kota yang akan menyusun 
dokumen Kebijakan 2017 s.d. 2019 
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Pintu Masuk Negara Mempunyai Rencana Kontinjensi 
Penanggulangan KKM s.d. Tahun 2016 

s.d. Tahun 2016: 68 pintu masuk negara mempunyai rencana kontinjensi 

Pintu masuk negara dengan Renkon KKM  Seluruh pintu masuk utama mempunyai renkon 

Pintu masuk negara Catatan: Lokasi pintu masuk negara diatas as indicated 



Pintu Masuk Negara Mempunyai Rencana Kontinjensi 
Penanggulangan KKM s.d. Mei 2017 



 Meningkatkan komunikasi risiko dan promosi kesehatan kepada masyarakat melalui berbagai media. 

 Pemberitahuan berkala kepada Dinas Kesehatan dan RS tentang kesiapsiagaan sesuai perkembangan. 

KKP 

Wilker 

IHR – NFP 
DJ P2P Dinas Kes. Provinsi 

Dinas Kesehatan 

Kab/Kota 

Menteri Kesehatan 

Otoritas  

PoE (Adpel) 

Otoritas Terkait  

(CIQP) 

Puskesmas 

NATIONAL 
COMMITTEE 

Koordinasi dalam Penanggulangan 

Int - WHO 



Global Nasional 

Provinsi 

Kabupaten/Kota 

Puskesmas Rumah Sakit 

Kejadian Penyakit 

Kejadian Penyakit Berkelompok  
- Area Geografis 
- Musim 

Gejala Penyakit spesifik (Novel) 
- Demam 
- Rash 

Adanya kematian yang tidak 
biasa & tidak bisa dijelaskan 
- Riwayat perjalanan 
- Berkelompok 
- Karakteristik tertentu 

Dukungan Lab 
- Diag. Cepat 
- Defenisi Kasus 

Tim Gerak Cepat – KLB  
- SOP  
- Alert core team 

- Dokter 
- Epidemiolog 
- Kes. Masyarakat 
- Laboran 
- dll 

Penyebab 

Penyakit  
Dikenal 
- HIV 
- Malaria 
- MM 
- Difteri 

Penyakit  
Dengan 
resistensi  
- TB 
- Pneumonia 

Penyakit  
Perubahan 
phenotype 
- Influenza 

Rencana Kontijensi– KKM/Wabah 
- Posko 
- Multi sektor  
- SOP 

- Kesehatan 
- Kesehatan Hewan 
- Penyuluh/pendamping masy 
- Transportasi 
- Logistik 
- Keamanan 

Penyakit  
Baru 
-  

Koordinasi dalam Penanggulangan 



Dijalankan dengan 
menggunakan Incidence 
Management System (ICS) yaitu   
sistem untuk mendeteksi secara 
dini adanya gangguan atau 
ancaman penyakit yang 
berpotensi KLB.  

Pusat operasional manajemen 
kedaruratan kesehatan masyarakat 
dalam mengumpulkan informasi 
terkait KLB/ wabah, menentukan 
keputusan prioritas dan melakukan 
koordinasi serta komunikasi yang 
diperlukan untuk respon dalam 
penanggulangan KLB/ wabah.  



• Tujuan 

1. Memperkuat pelaksanaan detect, 
prevent dan response dalam 
menghadapi berbagai macam 
penyakit menular berpotensi 
wabah guna mencegah terjadinya 
KLB/ wabah;  

2. Mendorong peningkatan kapasitas 
inti dalam pelaksanaan 
International Health Regulation 
(IHR, 2005) dan kapasitas 
pelaksanaan Global Health 
Security Agenda (GHSA) 

3. Memfasilitasi transfer of 
knowledge, information sharing 
dan capacity building di tingkat 
nasional, regional dan global. 

 

Fungsi 

1. Melakukan deteksi dini, pencegahan, dan 
respon cepat munculnya penyakit menular 
berpotensi wabah agar tidak terjadi 
wabah/KLB atau public health emergencies of 
international concern (PHEIC) 

2. Melaksanakan perencanaan dan identifikasi 
sumberdaya guna mendukung 
penanggulangan KLB/Wabah/PHEIC di tingkat 
Pusat/Kemenkes  

3. Memperkuat jejaring kerja lintas program dan 
lintas sektor dalam penanggulangan 
KLB/Wabah/PHEIC  

4. Meningkatkan kapasitas teknik laboratorium, 
kapasitas detect, prevent dan respond, serta 
kapasitas Tim Gerak Cepat, Penanggulangan 
KLB/Wabah/PHEIC di Pusat dan Daerah 

5. Memperkuat implementasi surveilans 
kesehatan masyarakat di Pusat dan Daerah. 

Tujuan & Fungsi:  

Public Health Emergency Operation Center 



BNPB Menteri Kesehatan 

PRESIDEN 

Sekretaris Jenderal 

Dirjen P2P 

Center for Health Crisis 
(EOC) 

(Fokus pada bencana, krisis social dan 
ancaman bahaya) 

(Fokus pada pencegahan 

dan respon KLB/wabah 
penyakit) 

ORGANOGRAM EOC INDONESIA 

PHEOC 

Organogram:  

Public Health Emergency Operation Center 



Video:  

Public Health Emergency Operation Center 



• Sms/whatsapp :  

• +62 878 0678 3906 ; +62 812 1924 1850  

• Call : +621 425 7125 ; +621 426 5974 

• Email : poskoklb@gmail.com 

Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan 

Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 
Jl. Percetakan Negara No 29 Jakarta Pusat 

Kontak & Hubungi:  

Public Health Emergency Operation Center 



1. Sosialisasi dan advokasi regulasi kesehatan internasional (2005) 
termasuk kapasitas inti IHR dan paket aksi keamanan kesehatan 
global  

2. Penilaian pencapaian kapasitas inti IHR di pintu masuk negara, 
wilayah dan nasional dengan melibatkan lintas sektor terkait 

3. Sosialisasi dan advokasi kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap 
faktor risiko kedaruratan kesehatan masyarakat dengan melibatkan 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan lintas sektor  

4. Workshop penyusunan dokumen kebijakan dan rencana kontijensi 
bagi stakeholder daerah  

5. Penyusunan dokumen kebijakan (rencana kontijensi) termasuk di 
pintu masuk negara 

6. Simulasi dan table top exercise rencan response kedaruratan 
kesehatan masyarakat 

7. Review dan update dokumen kebijakan yang telah disusun baik di 
kab/kota maupun di pintu masuk negara 

 

Kegiatan dalam Peningkatan Kapasitas  



Detect 

Prevent 

Respond 

Kesimpulan 



Terima Kasih 


